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ABSTRAK 

Pelaksanaan pemilu 2024 tidak luput dari conflict of interest dan korup- 

si politik yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga menceder- 

ai pemilu berintegritas. Kajian ini bertujuan mendiskusikan faktor-faktor 

penyebab conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu dan ber- 

tujuan mendesksripsikan pencegahan dan pertanggungjawaban praktik 

conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu. Hasil kajian menun- 

jukkan: pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik conflict of in- 

terest dan korupsi politik pada pemilu 2024 di antaranya faktor penega- 

kan hukum yang belum memadai dan lemahnya etika publik penyelenggara 

negara sehingga tidak mencerminkan kepentingan publik. Kedua, pencega- 

han conflict of interest dan korupsi politik dapat dilakukan dengan mem- 

perbaiki kerangka hukum pemilu dan perbaikan kode etik penyelenggara 

negara secara luas. Adapun pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui 

pertanggungjawaban secara hukum melalui penegakan norma hukum ad- 

ministrasi dan etik dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara politis 

melalui checks and balances oleh parlemen terhadap praktik conflict of in- 

terest dan dugaan korupsi politik yang dilakukan eksekutif dalam pemilu. 

Keywords: Conflict of Interest; Korupsi Politik; Pemilu 2024; 

Presiden; Menteri 
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REFLECTION ON CONFLICT OF INTEREST 

AND ITS TO POLITICAL CORRUPTION IN 

THE 2024 ELECTIONS 

 
ABSTRACT 

The implementation of the 2024 elections was not free from conflicts of 

interest and political corruption committed by state officials, thereby un- 

dermining the integrity of the elections. This study aims to discuss the 

factors causing conflicts of interest and political corruption in elections 

and to describe the prevention and accountability of conflicts of interest 

and political corruption in elections. The results of the study show that: 

first, the factors causing conflicts of interest and political corruption in the 

2024 elections include inadequate law enforcement and weak public ethics 

among state officials, which do not reflect the public interest. Second, con- 

flicts of interest and political corruption can be prevented by improving the 

electoral legal framework and the code of ethics for state officials in gen- 

eral. Accountability can be achieved through legal accountability by enforc- 

ing administrative and ethical legal norms, as well as political accountability 

through checks and balances by parliament on conflict of interest practices 

and alleged political corruption committed by the executive in the elections. 

Keywords: Conflict of Interest; Political Corruption; 2024 Elections; Pres- 

ident; Minister 
 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan pemilu bukan- 

lah ‘pesta penguasa’ untuk melang- 

gengkan oligarki dan kekuasaan, 

melainkan pesta rakyat sebagai 

refleksi pelaksanaan demokrasi. 

Ketika pemilu dijalankan sebatas 

prosedural semata demi kepentin- 

gan ‘pesta penguasa’, maka saat itu 

pula integritas pemilu akan run- 

tuh. Runtuhnya integritas pemilu 

dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor dan salah satunya praktik 

konflik kepentingan (conflict of 

interest) yang kerap dilakukan oleh 

penguasa dalam pelaksanan pemi- 

lu. Kajian ini memfokuskan prak- 

tik conflict of interest yang terjadi 

pada pemilu presiden dan wakil 

presiden tahun 2024 di Indonesia. 

Organization for Eco- 

nomic Co-operation and Devel- 

opment (OECD) mengartikan 

conflict of interest sebagai konflik 
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antara tugas publik dan kepentin- 

gan pribadi seorang pejabat pub- 

lik dimana pejabat tersebut mem- 

punyai kepentingan pribadi yang 

dapat memengaruhi kinerja tugas 

dan tanggung jawab resminya se- 

cara tidak patut . Pemaknaan den- 

gan pendekatan subjek penguasa 

diungkapkan oleh Komisi Pem- 

berantasan Korupsi (KPK) den- 

gan memberi pengertian conflict 

of interest sebagai situasi dimana 

seseorang penyelenggara negara 

yang memperoleh kekuasaan dan 

kewenangan berdasarkan peratur- 

an perundang-undangan memiliki 

atau diduga memiliki kepentingan 

pribadi atas setiap penggunaan we- 

wenang yang dimilikinya sehingga 

dapat memengaruhi kualitas dan 

kinerja . Berdasarkan definisi terse- 

but, conflict of interest penyeleng- 

gara negara dalam pemilu merupa- 

kan kondisi dimana penyelenggara 

negara (eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif) menggunakan kekua- 

saan/jabatan untuk mempen- 

garuhi proses dan hasil pemilu 

demi kepentingan diri sendiri, kel- 

uarga, maupun kelompok tertentu. 

Kondisi tersebut akan meruntuh- 

kan integritas pemilu dan dapat 

menyebabkan korupsi politik. 

Korupsi politik mencak- 

up berbagai aspek yang berkaitan 

dengan kekuasaan dan mengin- 

dikasikan  adanya  penyalahgu- 

naan kewenangan, sarana, dan 

kesempatan yang melekat kepada 

kedudukan dan posisi sosial politik 

padanya . Muladi dalam Alkostar 

menyebut korupsi politik dengan 

padanan istilah “corruption as 

state crime” (korupsi yang dilaku- 

kan untuk kepentingan negara 

atau rezim yang berkuasa). Lebih 

lanjut, Muladi mengungkapkan 

dulunya korupsi tergolong white 

collar crime dilakukan oleh pen- 

gusaha atau pejabat birokrasi yang 

merugikan negara, tetapi saat ini 

ada juga dimensi kejahatan yang 

dilakukan oleh negara (corrup- 

tion as state crime). Corruption as 

state crime sebagai bentuk kondisi 

badan negara memiliki struktur bi- 

rokratik dan ekonomi dalam satu 

tangan, serta dengan kewenangan 

untuk menggunakan alat pemaksa, 

tetapi terlibat dalam praktek meny- 

impang dan melanggar norma . 

Berdasarkan pemaknaan tersebut, 

korupsi politik dalam pemilu ter- 

jadi karena adanya penggunaan 

fasilitas negara untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, maupun kelom- 

pok dalam kontestasi pemilu. 

Korupsi politik diawali 

dengan praktik conflict of inter- 
 

54 OECD, “Recommendation of the Council 
on OECD Legal Instruments OECD Guidelines for Manag- 
ing Conflict of Interest in the Public Service” (2022), 6. 

55 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi 
Penyelenggara Negara, 1st ed. (Jakarta: Komisi Pemberan- 
tasan Korupsi RI, 2009), 2. 

56 Artidjo Alkostar, Korupsi Politik Di Negara 
Modern, 2nd ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 286 

57Alkostar, 287. 
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est. Kerapkali penyelenggara neg- 

ara menggunakan fasilitas negara 

maupun jabatan untuk mewujud- 

kan kepentingan pribadi atau 

kelompok sehingga terjadi korup- 

si politik. Praktik conflict of in- 

terest penyelenggara negara yang 

mengarah pada korupsi politik da- 

lam pemilu 2024 dapat ditemukan 

dalam berbagai kasus: 

Pertama, uji materil Pas- 

al 169 huruf q Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (batas usia pen- 

calonan presiden atau wakil pres- 

iden) di Mahkamah Konstitusi 

(MK) yang diwarnai conflict of in- 

terest Hakim Anwar Usman kare- 

na mengadili perkara a quo yang 

berkaitan kepentingan keluarga. 

Eksaminasi Publik terhadap pu- 

tusan MK tersebut (Putusan MK 

Nomor 90/PUU-XXI/2023) oleh 

Departemen Hukum Tata Neg- 

ara Fakultas Hukum Universitas 

 

58 Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan: “Per- 
syaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. 
Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 akhirnya mengabul- 
kan permohonan pemohon dengan amar putusan: 2. Men- 
yatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, 
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentan- 
gan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indo- 
nesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 
40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki 
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk 
pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 
(empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki ja- 
batan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemi- 
lihan kepala daerah” 

Gadjah Mada (UGM) dan Pusat 

Kajian Demokrasi, Konstitusi dan 

HAM (Pandekha) Fakultas Hu- 

kum UGM (2023) menilai Hakim 

Konstitusi Anwar Usman patut di- 

duga melanggar asas nemo judex 

idoneus in propoa causa karena 

mengadili perkara yang berkaitan 

dengan kepentingan keluarga yak- 

ni potensi pencalonan wakil Pres- 

iden Gibran Rakabuming yang 

merupakan keluarga dari Hakim 

Konstitusi Anwar Usman . Peng- 

gunaan kekuasaan yudikatif untuk 

memuluskan kepentingan pribadi, 

keluarga, atau kelompok dalam 

proses penyelenggaraan pemilu 

patut diduga sebagai korupsi poli- 

tik di bidang yudisial. 

Kedua, terdapat 2 (dua) 

menteri masing-masing sebagai 

calon presiden dan calon wakil 

presiden yang tidak mengundur- 

kan diri pada saat pencalonan pres- 

iden. Meskipun pasca Putusan MK 

Nomor 68/PUU-XX/2022 mem- 

bolehkan menteri mencalonkan 

diri sebagai calon presiden atau 

wakil presiden tanpa harus men- 

gundurkan diri dan hanya perlu 

memperoleh persetujuan dan izin 

cuti dari presiden, namun kondisi 

tersebut sangat potensial menim- 

bulkan conflict of interest sehing- 

ga tidak menutup kemungkinan 

korupsi politik akan terjadi. Po- 

tensi tersebut terjadi karena sangat 
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sulit memisahkan posisi seorang 

menteri yang menjalankan tugas 

negara dengan posisi sebagai calon 

presiden atau calon wakil presi- 

den. Bisa saja ketika melaksanakan 

tugas negara, publik akan tetap 

mempersepsikan menteri bersang- 

kutan sebagai calon presiden atau 

calon wakil presiden. 

Ketiga, terdapat beberapa 

menteri yang berpihak dan ber- 

kampanye secara terang-terangan 

mendukung pasangan calon pres- 

iden dan wakil presiden tertentu. 

Hal tersebut dapat dilihat pada 

film dokumenter Dirty Vote yang 

mengungkapkan beberapa menteri 

terlibat dalam kampanye namun 

bukan bagian dari tim kampanye 

pasangan calon. Film tersebut juga 

menunjukkan beberapa menteri 

yang menjalankan tugas kemente- 

rian namun memanfaatkan fasilitas 

negara untuk mengkampanyekan 

pasangan calon tertentu (lihat: 

Film Dokumentasi Dirty Vote). 

Conflict of interest yang diprak- 

tikkan oleh menteri tersebut dapat 

mengarah pada praktik korupsi 

politik dalam penyelenggaraan 

pemilu. 

Keempat, keberpihakan 

presiden pada salah satu calon. 

Mendekati pencoblosan pemilu 14 

Februari 2024, presiden mengelu- 

arkan pernyataan bahwa regulasi 

membolehkan presiden untuk ber- 

pihak dan berkampanye. Presiden 

memang tidak secara terang-teran- 

gan menyatakan sikap dan dukun- 

gannya pada salah satu calon 

tertentu, namun sangat nampak 

indikasi keberpihakan presiden. 

Kondisi tersebut sangat rentang 

conflict of interest sehingga presi- 

den berpotensi melakukan korup- 

si politik dalam penyelenggaraan 

pemilu. 

Kelima, mobilisasi ban- 

tuan sosial (bansos) menjelang 

pencoblosan. Pengucuran bansos 

melibatkan dana sebesar Rp. 496,8 

triliun. Salah satu bansos yang 

disoroti menjelang pemilu yakni 

kemunculan tiba-tiba nomenkla- 

tur baru—bantuan langsung tu- 

nai mitigasi risiko pangan—yang 

sebelumnya tidak masuk dalam 

penganggaran . Politisasi bansos 

rawan terjadi conflict of interest 

untuk kepentingan pemilu. Selain 

itu, bansos tersebut dinilai berpo- 

tensi mengakibatkan tata kelola 

kas negara menjadi terganggu. 

Praktik conflict of inter- 

est di atas merusak citra pemi- 

lu sehingga melemahkan proses 

 

59 Yance Arizona, Tria Noviantika, and 
Mochamad Adli Wafi, “Skandal Mahkamah Keluarga: 
Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden Dan 
Wakil Presiden” (Yogyakarta, 2023), 20–21. 

60 Kompas, “Bansos Di Tahun Politik,” 
Kompas.com, 2024, https://www.kompas.id/baca/opi- 
ni/2024/02/04/bansos-di-tahun-politik. 

61 Kompas. 

http://www.kompas.id/baca/opi-
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demokrasi. Conflict of interest 

dan korupsi politik pada pemi- 

lu sangat bertentangan semangat 

demokrasi sebab dapat melemah- 

kan komitmen penyelenggara neg- 

ara pada pelaksanaan asas pemilu 

yang adil dan dapat merusak sistem 

hukum pemilu dengan melakukan 

perubahan aturan hukum pemilu 

secara absah namun bertentan- 

gan dengan semangat demokrasi. 

Dibutuhkan adanya identifikasi 

faktor-faktor penyebab conflict of 

interest dan korupsi politik terse- 

but agar dapat menjadi evaluasi 

dan perbaikan di masa mendatang 

dalam pelaksanaan pemilu. 

Berdasarkan permasalah- 

an di atas maka kajian ini hendak 

mendiskusikan 2 (dua) rumusan 

masalah, yakni: pertama, apa fak- 

tor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya conflict of interest 

dan hubungannya korupsi politik 

pada pemilu di Indonesia? Kedua, 

bagaimana pencegahan dan per- 

tanggungjawaban conflict of in- 

terest dan korupsi politik pada 

pemilu? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggu- 

nakan metode penelitian so- 

sio-legal melalui pendekatan 

konseptual, pendekatan perun- 

dang-perundang, dan pendekat- 

an kasus. Pendekatan konseptual 

dilakukan secara multidisipliner 

yakni konsep sistem hukum dan 

tata kelola pencegahan conflict 

of interest. Pendekatan perun- 

dang-undangan berkaitan dengan 

undang-undang yang mengatur 

pencegahan conflict of interest 

dan undang-undang yang menga- 

tur mengenai pemilihan umum. 

Sedangkan pendekatan kasus ber- 

kaitan dengan kasus conflict of 

interest dalam penyelenggaraan 

pemilu 2024. Data penelitian ini 

berupa data sekunder yang di- 

peroleh dari telaah kepustakaan. 

Data yang terkumpul kemudian 

dilakukan analisis deskriptif-anal- 

itikal yakni menguraikan kasus 

praktik conflict of interest pada 

penyelenggaraan pemilu 2024 dan 

melakukan analisa secara menda- 

lam terhadap berbagai faktor yang 

menyebabkan conflict of interest. 

Selain itu, analisa dilakukan secara 

preskriptif dengan tujuan untuk 

menemukan pencegahan conflict 

of interest dan korupsi politik 

pada pemilu di masa mendatang. 

HASIL ANALISIS 

A. Faktor-Faktor Conflict of 

Interest dan Korupsi Politik 

dalam Pemilu 
 

62 Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas 
Pejabat Publik Dan Politisi, 5th ed. (Yogyakarta: Penerbit 
Kanisius, 2019), 125. 

63 Maria SW. Sumardjono, Metodelogi Pene- 
litian Ilmu Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah 
Mada, 2021). 

64 Kris Nugroho and Ferry Daud M Liando, 
“Tata Kelola Pemilu: Nilai Dan Asas Pemilu,” in Tata Kelola 
Pemilu (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, 2012), 24–25. 



  Hendry Julian Noor & Ahmad Yani - REFLEKSI CONFLICT OF INTEREST DAN KAITANNYA KORUPSI POLITIK PADA PEMILU SERENTAK 2024 

Jurnal ETIKA & PEMILU 48 
Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2025 

 

 

Pelaksanaan pemilu demokratis 

sangat berkaitan penyelenggaraan 

pemilu yang berintegritas. Untuk 

mengukur hal ini dapat dilihat 

apakah penyelenggaraan pemilu 

tidak menyimpang atau tidak ter- 

jadi kecurangan dan malpraktek 

sehingga mendegradasi hak su- 

ara masyarakat. Seperti, apakah 

penyelenggaraan pemilu bebas 

dari kekerasan, paksaan, ancaman, 

kecurangan, diskriminasi, manip- 

ulasi suara bahkan penyelenggara 

pemilu dan rezim yang harus ne- 

tral . Pelanggaran terhadap kriteria 

tersebut akan mencederai pemilu 

yang demokrasi sehingga merusak 

integritas pemilu. Pemilu yang ber- 

integritas bukan hanya melindungi 

hak suara pemilih tetapi juga me- 

lindungi proses hak suara tersebut 

disalurkan secara bebas dan adil. 

Conflict of interest penye- 

lenggara negara yang tidak terkelo- 

la akan menyebabkan pelanggaran 

berbagai kriteria pemilu berinteg- 

ritas tersebut. Implikasinya penye- 

lenggara negara akan mudah 

melakukan praktik korupsi politik 

dalam pemilu. Korupsi politik da- 

lam pemilu bukan hanya berkai- 

tan dengan transaksi uang, tetapi 

juga berkaitan dengan pengaruh 

(trading in influence) . Berbagai 

modus korupsi politik pemilu sep- 

erti pembuatan kebijakan politik 

untuk mempertahankan  kekua- 

saan politik, status, kepentingan 

penguasa, memanipulasi prosedur, 

dan pengaruh pada sistem pemer- 

intahan secara luas untuk memen- 

garuhi hasil pemilu . Bahaya laten 

yang ditimbulkan oleh conflict 

of interest penyelenggara negara 

telah mengancam kelangsungan 

demokrasi pada penyelenggaraan 

pemilu. 

Untuk mendeskripsikan 

faktor-faktor penyebab conflict of 

interest dan korupsi politik pada 

pemilu, kajian ini menggunakan 

konsep sistem hukum Lawrence 

M. Friedmann. Menurutnya ter- 

dapat 3 (tiga) sistem hukum yang 

saling memengaruhi, di antranya: 

substansi hukum (isi aturan/un- 

dang-undang); struktur (penegak 

hukum); dan kultur (budaya/nilai 

hukum masyarakat). Suatu penga- 

dilan (struktur hukum) tidak akan 

bekerja tanpa adanya input berupa 

aturan hukum yang dipermasalah- 

kan oleh masyarakat (substansi hu- 

kum). 

Sedangkan kultur hukum 

sebagai nilai-nilai yang melekat 

pada penguasa atau masyarakat 

dinilai akan menghidupkan mes- 

 

65 Almas Ghaliya Putri Sjafrina, “Dampak 
Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemi- 
lu Dan Korupsi Politik,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 5, 
no. 1 (2019): 45, https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389. 

66 Fransiska Adelina Sinaga, “Bentuk-Bentuk 
Korupsi Politik,” Jurnal Legislasi Indonsia 16, no. 1 (2019): 
64–65, https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256. 

67 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum 
Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan (Bandung: Nusa Media, 
2009), 13. 
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in-mesin hukum (struktur hukum) 

menjadi bekerja, atau sebaliknya 

akan menghentikan mesin-mesin 

tersebut . Berdasarkan hal terse- 

but, substansi hukum akan memi- 

liki daya ikat apabila digerakkan 

oleh struktur hukum, dan kultur 

hukum sangat memengaruhi apa- 

kah struktur hukum dapat beker- 

ja dengan baik. Berikut analisis 

penulis terhadap praktik conflict 

of interest dan korupsi politik dit- 

injau dari sistem hukum. 

1. Kerangka Hukum Larangan 

Conflict of Interest dan Korup- 

si Politik dalam Pemilu 

Adanya kerangka hukum 

pemilu yang tepat memiliki sig- 

nifikansi untuk meningkatkan in- 

tegritas pemilu . Hal ini sejalan 

dengan standar-standar internasi- 

onal untuk pemilihan umum dari 

IDEA Internasional yang men- 

candrakan penyusunan kerangka 

hukum pemilu yang menyoroti 

semua sistem pemilu diperlu- 

kan untuk memastikan pemilu 

demokratis.Pengaturan hukum 

mengenai pencegahan conflict of 

interest dalam pelaksanaan pemilu 

dapat berfungsi sebagai kerangka 

hukum untuk mewujudkan pemilu 

yang berintegritas. Friedman men- 

gungkapkan aturan hukum men- 

jadi input bagi bekerjanya bahkan 

hadirnya sistem peradilan, sebab 

mustahil ada peradilan tanpa adan- 

ya aturan hukum yang mendahu- 

lui. 

Meskipun hukum positif 

Indonesia belum mengatur secara 

khsusus pencegahan conflict of 

interest dalam level undang-un- 

dang, akan tetapi ditemukan berb- 

agai regulasi sektoral yang men- 

gatur larangan conflict of interest 

penyelenggara negara baik yang 

berkaitan langsung maupun secara 

tidak langsung dalam penyeleng- 

garaan pemilu. 

Pertama, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (UU 7/2017). 

Pasal 282 UU a quo mengatur la- 

rangan pejabat negara, pejabat 

struktural, dan pejabat fungsional, 

serta kepala desa membuat kepu- 

tusan dan/atau tindakan yang me- 

nguntungkan atau merugikan salah 

satu peserta pemilu dalam masa 

kampanye. Pasal 283 ayat (1) UU 

a quo mengatur bukan hanya la- 

rangan yang bersifat menguntung- 

kan dan merugikan dalam masa 

kampanye (Pasal 282), tetapi juga 

larangan yang mengarah pada ke- 

 

68 Friedman, 16. 
69 Rizky Argama, “Benturan Kepentingan 

Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Kebija- 
kan” (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 
n.d.). 

70 International Institute for Democracy and 
Electoral Assitance (International IDEA), Standar-Stan- 
dar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman 
Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Terjemahan 
(Sweden: Bulls Tryckery, 2002), 13. 

71 Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu 
Sosial, 13. 
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berpihakan terhadap peserta pemi- 

lu sebelum, selama, dan sesudah 

masa 

kampanye. Bahkan pelang- 

garan terhadap larangan tersebut 

dapat berujung pada delik pidana 

pemilu sebagaimana diatur pada 

Pasal 547 UU a quo. Akan teta- 

pi yang menjadi titik lemah dalam 

ketentuan tersebut tidak mema- 

sukkan Presiden sebagai bagian 

dari pejabat negara [vide: Penjela- 

san Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017). 

Meskipun demikian, Presiden atau 

Wakil Presiden yang mencalonkan 

diri kembali sebagai calon pres- 

iden atau calon wakil presiden, 

berdasarkan Pasal 304 ayat (1) 

UU a quo dilarang menggunakan 

fasilitas negara. Ketentuan ini tel- 

ah memberikan batasan kepada 

pemerintah (limited government) 

agar conflict of interest dan ko- 

rupsi politik dalam pemilu dapat 

dihindari. Misalnya larangan me- 

nguntungkan atau merugikan pas- 

angan calon tertentu pada prin- 

sipnya agar penyelenggara negara 

terhindar dari conflict of interest. 

Begitupula larangan untuk meng- 

gunakan fasilitas umum dalam 

pemilu bertujuan menghindarkan 

penyelenggara negara dari korupsi 

 

72 Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum: “Setiap pejabat negara yang 
dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. 

politik. 

Kedua, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (UU 28/1999). 

Pada Pasal 5 ayat (6) disebutkan 

kewajiban penyelenggara negara 

untuk menjalankan tugas penuh 

tanggungjawab dan tidak melaku- 

kan perbuatan tercela, tanpa 

pamrih baik untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, kroni, maupun 

kelompok, dan tidak mengharap- 

kan imbalan dalam bentuk apap- 

un. Ketentuan ini memang tidak 

berkaitan langsung dengan laran- 

gan conflict of interest dan ko- 

rupsi politik dalam pemilu, akan 

tetapi juga mengikat penyeleng- 

gara negara dalam konteks penye- 

lenggaraan pemilu. Berdasarkan 

ketentuan tersebut penyelenggara 

negara tidak boleh melakukan tin- 

dakan yang menguntungkan diri 

pribadi, atau kelompok, maupun 

keluarga. Sebab tindakan tersebut 

tidak mencerminkan keadilan dan 

tidak sejalan norma hukum dan 

moral yang berlaku di masyarakat 

untuk menjunjung tinggi keadilan 

kolektif. Ketentuan norma terse- 

but secara prinsipil juga mengand- 

ung nilai etis bagi penyelenggara 

negara agar tidak ‘serakah’ dengan 

jabatan dan tidak menggunakan 

pemilu sebagai prosedur formal 
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untuk memperoleh legitimasi 

kekuasaan secara absah namun ti- 

dak beretika. 

Ketiga, Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (UU 

30/2014). Pasal 42 ayat (1) mela- 

rang pejabat pemerintahan yang 

memiliki potensi conflict of inter- 

est untuk menetapkan keputusan 

dan/atau tindakan. Selanjutnya 

pada Pasal 43 ayat (1) dijelaskan 

larangan pada Pasal 42 ayat (1) 

UU a quo dilatarbelakangi seperti: 

adanya kepentingan pribadi dan/ 

atau bisnis; atau hubungan dengan 

kerabat dan keluarga; dan kondisi 

lainnya. Larangan conflict of in- 

terest dalam ketentuan tersebut 

tidak secara langsung berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemilu, 

akan tetapi dalam menyelengga- 

rakan kekuasaan, pemerintah (ter- 

masuk Presiden maupun Ment- 

eri) wajib patuh pada ketentuan 

tersebut. Presiden selaku kepala 

pemerintahan tidak boleh mem- 

buat keputusan dan/atau tindakan 

yang berpotensi menguntungkan 

kepentingan pribadi atau kepent- 

ingan kerabat dan keluarga. Hal 

tersebut  sejalan  dengan  prin- 

 

73 Artidjo Alkostar, “Korelasi Korupsi Politik 
Dengan Hukum DanPemerintahan Di Negara Mod- 
ern(Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik DanPenang- 
gulangannya),” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16, no. 
edisi khusus (2009): 166. 

74 James Svara, The Ethics Primer for Public 
Administrators in Government and Nonprofit Organiza- 
tions, Second (United States Of America: Jones & Bartlett 
Learning, 2015). 

sip-prinsip penyelenggara nega- 

ra dalam negara demokrasi yaitu 

wajib mengutamakan kepentingan 

publik. 

Keempat, Undang-Un- 

dang Nomor 48 Tahun 2009 ten- 

tang Kekuasaan Kehakiman (UU 

48/2009). Pada Pasal 17 ayat (3) 

disebutkan bahwa hakim harus 

mengundurkan diri ketika mengh- 

adapi perkara yang terikat dengan 

hubungan keluarga sedara atau 

semenda. Ketentuan ini juga diru- 

muskan kembali dalam kode etik 

perilaku hakim di bawah lingkun- 

gan Mahkamah Agung maupun 

kode etik perilaku Hakim MK. 

Ketentuan ini sejalan dengan asas 

nemo judex idoneus in propria 

causa untuk menghindari keber- 

pihakan hakim dalam memutus 

perkara . Asas dan norma terse- 

but berlaku bagi para hakim dalam 

menangani perkara pemilu tan- 

pa terkecuali. Ketidakberpihakan 

hakim dalam memutus perka- 

ra pemilu merupakan prasyarat 

penyelenggaraan pemilu bukan 

hanya terlaksana secara prosedur- 

al, melainkan juga terlaksana se- 

cara substantif. 

Nampak kerangka hu- 

kum untuk mencegah conflict of 

interest dan korupsi politik telah 
 

75 Yanis Maladi, “Benturan Asas Nemo Judex 
Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit (Telaah 
Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- 
IV/2006),” Jurnal Konstitusi 7, no. 2 (2010): 7, https://doi. 
org/10.31078/jk721. 
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memadai untuk ditegakkan oleh 

struktur hukum. Akan tetapi, jika 

tata kelola pemerintahan yang bu- 

ruk maka aturan sebaik apapun 

tidak akan cukup membantu. Tata 

kelola pemerintahan yang buruk 

akan berdampak pada pelemah- 

an komitmen pejabat publik un- 

tuk melayani masyarakat sehingga 

pemerintahan dijalankan dengan 

jalur demokrasi prosedur, namun 

dengan cara-cara tidak demokratis 

yang memperoleh justifikasi hu- 

kum—autocratic legalism/ consti- 

tutional dictatorship/ authoritari- 

an constitutionalism. 

2. Penegakan Hukum Conflict 

of Interest dan Korupsi Politik 

dalam Pemilu 

Penegakan hukum mer- 

upakan salah satu aspek yang 

dapat berfungsi sebagai upaya 

preventif sekaligus upaya represif. 

Relevan dengan hal tersebut pen- 

egakan hukum pemilu juga mer- 

upakan salah satu standar pemilu 

demokratis. Setiap pelanggaran 

seperti praktik conflict of interest 

atau dugaan korupsi politik mesti 

tersedia mekanisme penyelesa- 

ian pelanggaran yang efektif un- 

tuk menjaga kepatuhan terhadap 

peraturan  perundang-undangan. 

 

76 Mirza Satria Buana, Perbandingan Hukum 
Tata Negara (Filsafat, Teori, Dan Praktik) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2023), 119. 

77 Topo Santoso, Penegakan Hukum Pemilu: 
Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014 (Jakarta: 
Perludem, 2006), 18–19. 

Tanpa penegakan yang 

efektif maka praktik conflict of 

interest dan korupsi politik dalam 

pemilu akan menjadi sesuatu yang 

dianggap wajar dalam kontestasi 

politik. 

Melihat realitas penegakan 

hukum pada praktik conflict of in- 

terest dan dugaan korupsi politik 

pelaksanaan pemilu 2024 belum 

dilakukan upaya penegakan yang 

maksimal, seperti: 

Pertama, tidak ada upa- 

ya penegakan hukum atau upa- 

ya koreksi internal dari Presiden 

atas indikasi keberpihakan kepa- 

da pasangan calon tertentu yang 

mengarah pada praktik conflict of 

interest. Meskipun secara terang 

terdapat norma hukum seperti 

Pasal 5 ayat (6) UU 28/1999 dan 

Pasal 42 dan Pasal 43 UU 30/2014 

yang melarang praktik conflict of 

interest namun upaya penegakan 

hukum tidak temui. Implikasinya, 

praktik tersebut seolah menjadi 

pembiaran dalam kontestasi poli- 

tik dan tidak perlu dipermasalah- 

kan secara hukum. 

Kedua, tidak ada upa- 

ya yang dilakukan untuk men- 

gaudit dugaan politisasi bansos 

menjelang pemilu. Padahal un- 

tuk menjernihkan persepsi publik 

mengenai adanya korupsi politik 
 

78 Buana, Perbandingan Hukum Tata Negara 
(Filsafat, Teori, Dan Praktik). 
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dalam penggunaan bansos, se- 

harusnya dilakukan upaya audit 

apakah persepsi publik tersebut 

benar adanya. Pada aspek checks 

and balances kekuasaan negara 

semestinya tersedia pengawasan 

eksternal untuk mengawasi setiap 

kebijakan politik penguasa . Begi- 

tupula dalam aspek transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan, 

publik memiliki hak untuk mem- 

pertanyakan setiap kebijakan dan 

pemerintah wajib memberikan 

klarifikasi atau jawaban secara ob- 

jektif. Absennya proses penegakan 

hukum pada dugaan kasus korup- 

si politik tersebut menunjukkan 

lemahnya fungsi penegak hukum 

menghadapi rezim yang berkuasa. 

Ketiga, juga tidak ditemui 

proses penegakan hukum yang 

signifikan terhadap ketidakne- 

tralan menteri dalam masa kam- 

panye. Padahal UU 7/2017 secara 

jelas mengatur larangan pejabat 

negara (termasuk menteri) untuk 

menguntungkan atau merugikan 

peserta pemilu tertentu. Bahkan 

pejabat negara yang berpihak ke- 

pada salah satu pasangan calon 

dapat dikenai delik pidana pemilu 

sebagaimana diatur pada Pasal 547 

UU 7/2017. Banyak kasus keber- 

pihakan menteri kepada pasangan 

calon tertentu namun tidak di- 

proses secara hukum berdasarkan 

ketentuan undang-undang pemilu. 

Pembiaran seperti ini akan mem- 

buka potensi conflict of interest 

secara luas di bawah lingkungan 

kementerian. 

Keempat, penegakan hu- 

kum terhadap Hakim MK Anwar 

Usman yang melanggar asas nemo 

judex idoneus in propria causa dan 

larangan conflict of interest da- 

lam pengujian perkara Nomor 90/ 

PUU-XXI/2023. Hakim Anwar 

Usman dikenai sanksi pember- 

hentian sebagai Ketua Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan berdasar- 

kan putusan Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/ 

MKMK/L/11/2023. Meskipun 

corak penegakan tersebut ada- 

lah penegakan etik pada umumn- 

ya, akan tetapi prinsip penegakan 

tersebut patut diterapkan pada 

semua cabang kekuasaan yang 

berpihak dan menguntungkan 

pasangan calon tertentu dalam 

pemilu. 

Potret penegakan praktik 

conflict of interest dan korupsi 

pada pemilu tersebut secara umum 

belum menunjukkan aspek kepas- 

tian hukum. Seperti keberpihakan 

presiden, dugaan politisasi ban- 

sos, dan kampanye yang dilakukan 

oleh beberapa menteri belum ada 

proses penegakan hukum yang 

memadai. Padahal aspek kepas- 

tian terhadap penghukuman turut 

mempengaruhi efek jera pelaku. 
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Kepastian tingginya kemungk- 

inan untuk tertangkap lebih ber- 

pengaruh untuk membuat pelaku 

jera dibandingkan dengan lamanya 

atau beratnya sanksi yang dijatuh- 

kan . Di sisi lain, penegakan hu- 

kum yang dilakukan oleh struktur 

hukum kerap kali hanya dapat ber- 

fungsi dengan maksimal apabila 

ditopang oleh kultur hukum atau 

nilai-nilai etika berhukum yang 

baik. 

3. Budaya Hukum atau Etika 

Penyelenggara Negara 

Prinsipnya korupsi poli- 

tik dapat muncul di dalam negara 

berbentuk republik atau kerajaan, 

di negara parlementer atau pres- 

idensiil, di negara demokrasi atau 

otoriter. Makin otoriter suatu pe- 

merintahan, akan semakin ter- 

sistem manipulasi dan korupsi 

kekuasaan politik oleh penguasa 

dan kroninya . Hal ini menunjuk- 

kan bahwa korupsi politik dipen- 

garuhi oleh kondisi internal mau- 

pun eksternal penguasa. Kondisi 

internal berkaitan dengan nilai- 

yang lemah penyelenggara negara 

menyebabkan tindakan penguasa 

menjadi partisan dan diskrimina- 

si. Sedangkan kondisi ekseternal 

berkaitan dengan nilai-nilai yang 

dianut masyarakat Indonesia yang 

dewasa ini diwarnai oleh budaya 

materialisme, hedonisme, dan 

konsumerisme. 

Rendahnya etika publik 

penyelenggara negara menjadi 

salah satu faktor utama praktik 

conflict of interest dan korupsi 

politik dalam pemilu. Padahal pe- 

merintah harus bertindak bukan 

hanya berdasarkan aturan hukum 

melainkan juga harus bertindak 

berdasarkan nilai-nilai etis. Nilai- 

nilai etislah yang akan mengoreksi 

kekurangan dan kelemahan atas 

aturan hukum sehingga pelak- 

sanaan hukum bukan hanya di- 

dasarkan legalitas formal, melain- 

kan juga didasarkan pembacaan 

nilai-nilai etis . Pada aspek politik, 

 

79 Choky R. Ramadhan, “Teori Pilihan 
Rasional Untuk Memahami Koruptor Di Indonesia,” In- 
tegritas: Jurnal Antikorupsi 9, no. 2 (2023): 174, https://doi. 
org/0.32697/integritas.v9i2.949. 

nilai publik yang dianut oleh pen- 

guasa sebagai pelayanan mas- 
Sosial. 

80 Friedman, Sistem Hukum Perpektif Ilmu 

81 Alkostar, “Korelasi Korupsi Politik Dengan 

yarakat. Nilai-nilai publik tersebut 

sangat berkaitan dengan etika 

publik penyelenggara negara un- 

tuk mengutamakan kepentingan 

publik di atas kepentingan priba- 

di maupun keluarga. Etika publik 

Hukum DanPemerintahan Di Negara Modern(Telaah 
Tentang Praktik Korupsi Politik DanPenanggulangannya),” 
168. 

82 Denny Indrayana, “Menggugat Etika Poli- 
tik Dan Netralitas Presiden Jokowi,” Integrity, 2023, https:// 
integritylawfirms.com/indonesia/2023/05/06/menggugat-eti- 
ka-politik-dan-netralitas-presiden-jokowi/. 

83 Alkostar, “Korelasi Korupsi Politik Dengan 
Hukum DanPemerintahan Di Negara Modern(Telaah 
Tentang Praktik Korupsi Politik DanPenanggulangannya),” 
166. 

84 Indrayana, “Menggugat Etika Politik Dan 
Netralitas Presiden Jokowi.” 

85 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik Prinsip 
Moral Dasar Kenegaraan Modern, 12th ed. (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2023). 
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kekuasaan pemerintah bukan han- 

ya dituntut memperoleh legitimasi 

secara sosiologis dan hukum me- 

lainkan dalam demokrasi modern 

yang mengedepankan perlindun- 

gan hak-hak warga negara mens- 

yaratkan adanya legitimasi etis. 

Praktik conflict of interest 

dan korupsi politik yang digambar- 

kan di atas seperti keberpihakan 

presiden, dugaan politisasi bansos, 

keberpihakan beberapa menteri, 

dan putusan MK 90 menunjuk- 

kan lemahnya etika penyelenggara 

negara terhadap komitmen me- 

layani kepentingan umum tanpa 

adanya diskriminasi yang bersifat 

partisan. Padahal, baik presiden, 

menteri, maupun hakim sebelum 

menjabat sebagai penyelenggara 

negara telah disumpah berdasar- 

kan agama masing-masing untuk 

menjalankan jabatan secara adil, 

memegang teguh konstitusi, dan 

berbakti kepada nusa dan bangsa. 

Sumpah tersebut sejatinya memi- 

liki daya ikat secara internal un- 

tuk membentuk etika imperative 

penyelenggara negara agar setiap 

tindakan yang dilakukan harus 

berdasarkan pada prinsip-prinsip 

keadilan, sejalan dengan konstitu- 

si, dan tindakannya diperuntukkan 

untuk berbakti kepada nusa dan 

bangsa bukan kepada keluarga 

maupun kroninya. 

Pada konteks ini, kualitas 

etika penyelenggara negara yang 

buruk ditambah sistem pemerin- 

tahan kurang demokratis—men- 

garah pada otoritarianisme— 

membuka jalan lebar praktik 

penghalalan berbagai cara mem- 

peroleh kekuasaan dimana nilai- 

nilai etis dan suara publik dima- 

nipulasi. Kualitas etik yang baik 

penyelenggara negara akan san- 

gat memengaruhi keberpihakan 

pemerintah kepada kepentingan 

publik, keadilan, dan perlindungan 

hak-hak warga negara, sehingga 

mampu mencegah adanya praktik 

conflict of interest dan mengh- 

indarkan dari penghalalan berbagai 

cara dalam memperoleh kekuasaan 

seperti praktik korupsi politik da- 

lam pemilu. Pada aspek penegakan 

hukum, kultur hukum yang buruk 

akan mematikan ‘denyut’ proses 

penegakan hukum. 

B. Pencegahan dan Pertanggu- 

ngjabawan Conflict of Inter- 

est dan Korupsi Politik dalam 

Pemilu 

Sejatinya kekuasaan pe- 

merintahaan selalu netral, apakah 

akan berjalan pada rel yang baik 

(good government) atau berjalan 

pada rel buruk (bad government); 

sangat ditentukan oleh pengua- 

sa. Akan tetapi tiap penguasa 

 
 

86 Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu 

Sosial. 



  Hendry Julian Noor & Ahmad Yani - REFLEKSI CONFLICT OF INTEREST DAN KAITANNYA KORUPSI POLITIK PADA PEMILU SERENTAK 2024 

Jurnal ETIKA & PEMILU 56 
Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2025 

 

 

memiliki watak dan karakter yang 

berbeda-beda sehingga diperlu- 

kan adanya pembatasan kekua- 

saan (limited government) untuk 

mencegah conflict of interest 

dan korupsi. Sebab, Lord Acton 

menyebutkan ‘tends to corrupt 

and absolut power to corrupt 

absolutely’, bahwa kekuasaan 

cenderung korupsi, dan kekuasaan 

yang absolut maka absolut pula 

korupsinya . Untuk menghindari 

kekuasaan yang absolut maka dib- 

utuhkan limited government, ter- 

masuk pembatasan dan pertang- 

gungjawaban perilaku pemerintah 

yang memiliki potensi conflict of 

interest dalam pelaksanaan pemilu. 

1. Pencegahan Conflict of 

Interest dan Korupsi Politik 

Salah satu aspek pencegah- 

an conflict of interest yang digagas 

oleh OECD adalah merumuskan 

kerangka kebijakan seperti mem- 

berikan definisi yang pasti terkait 

conflict of interest, menyusun 

kode etik perilaku penyelengga- 

ra negara untuk membatasi ruang 

gerak dan potensi conflict of in- 

terest . Penyusun kerangka kebi- 

jakan juga menjadi salah satu poin 

 

87 Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pi- 
dana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” 
Integritas: Jurnal Antikorupsi 5, no. 1 (2019): 9, https://doi. 
org/10.32697/integritas.v5i1.342. 

88 OECD, Recommendation of the Council on 
OECD Legal Instruments OECD Guidelines for Managing 
Conflict of Interest in the Public Service. 

89 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi 
Penyelenggara Negara, 19. 

utama dalam pencegahan conflict 

of interest yang digagas oleh KPK 

RI. 

Pendefinisian conflict of 

interest sebenarnya dapat ditemui 

pada Pasal 1 angka 14 UU 30/2014 

yakni “kondisi pejabat pemerin- 

tahan yang memiliki kepentingan 

pribadi untuk menguntungkan diri 

sendiri dan/atau orang lain dalam 

penggunaan wewenang sehingga 

dapat memengaruhi netralitas dan 

kualitas keputusan dan/atau tin- 

dakan tindakan yang dibuat dan/ 

atau dilakukannya” (Administra- 

si Pemerintahan, 2014). Namun 

sanksi yang diberlakukan dalam 

UU a quo atas tindakan conflict 

of interest hanya berupa pembat- 

alan keputusan dan/atau tindakan 

pemerintah. Sanksi tersebut hanya 

berupa sanksi yang dijatuhkan un- 

tuk menghukum perbuatan atau 

tindakan namun bukan merupa- 

kan sanksi yang menghukum prib- 

adi sehingga tidak menimbulkan 

efek jera. 

Di sisi lain, undang-un- 

dang pemilu harus memberikan 

kerangka yang jelas mengenai la- 

rangan keberpihakan pejabat neg- 

ara dalam penyelenggaran pemilu. 

Ketentuan di dalamnya tidak boleh 

multitafsir sehingga membuka ru- 

ang praktik conflict of interest dan 

korupsi politik. Seperti ketentu- 
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an yang membolehkan presiden 

untuk berkampanye harus diberi 

pemaknaan yang jelas dan spesifik 

sehingga hal tersebut tidak men- 

jadi celah terjadinya conflict of 

interest dan korupsi politik dalam 

pemilu. 

Begitupula kode etik 

penyelenggara negara harus mam- 

pu menjangkau kekuasaan pres- 

iden bukan hanya terhenti pada 

level staf birokrasi. Dibutuhkan 

pengaturan etika penyelenggara 

negara yang bersifat luas dan tidak 

hanya mengatur secara sektoral 

pejabat birokrasi di internal mas- 

ing-masing. Sebab akan menjadi 

anomali jika bawahan diwajibkan 

untuk netral dan tidak berpihak 

dalam penyelenggaraan pemilu 

namun justru keberpihakan pres- 

iden dan menteri kepada pasangan 

calon tertentu tidak dipermasalah- 

kan secara hukum. Tentu anomali 

ini sangat bertentangan dengan 

prinsip persamaan di hadapan hu- 

kum (equality before the law). 

2. Tanggung Jawab Praktik 

Conflict of Interest dan 

Korupsi Politik 

Praktik conflict of interest 

dan dugaan korupsi politik yang 

dilakukan oleh presiden dan be- 

berapa menteri dalam penyeleng- 

garaan pemilu 2024 wajib diper- 

tanggungjawabkan melalui proses 

penegakan hukum. Meskipun ter- 

dapat anggapan bahwa perbuatan 

yang dilakukan oleh presiden dan 

sejumlah menteri tersebut sejatin- 

ya tidak melanggar norma hukum, 

namun nampak perbuatan terse- 

but sangat bertentangan dengan 

etika publik. Indrayana menyebut- 

kan etika dan hukum tidak bisa 

dipisahkan. Menurutnya pelangga- 

ran etika adalah juga pelanggaran 

hukum. Etika merupakan pondasi 

dasar hukum, seperti yang disam- 

paikan Ronald Dworkin “moral 

principle is the foundation of law” 

Secara konsep, hukum tidaklah se- 

mata dengan persoalan hukum ter- 

tulis, tetapi juga ada nilai-nilai yang 

berkaitan dengan kepantasan di 

tengah masyarakat yang mengikat 

dan tidak tertulis yang wajib di- 

patuhi oleh penyelenggara negara. 

Pertanggungjawaban pres- 

iden dan sejumlah menteri pada 

kasus tersebut sejatinya dapat 

ditempuh melalui dua hal yakni 

liability (secara hukum) dan re- 

sponsibility (secara politik). Per- 

tanggungjawaban hukum dapat 

dilakukan dengan menegakkan 

ketentuan atau norma hukum 

administrasi dalam UU 30/2014 

yang berkaitan dengan larangan 

 

90 Indrayana, “Menggugat Etika Politik Dan 
Netralitas Presiden Jokowi.” 

91 Hendry Julian Noor, “Menggugat Netrali- 
tas Presiden,” Media Indonesia, 2024, https://mediaindone- 
sia.com/opini/651933/menggugat-netralitas-presiden. 

92 Ridwan, Diskresi Dan Tanggung Jawab 
Pemerintah (Yogyakarta: UII Press, 2014), 197. 
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conflict of interest. Pertanggung- 

jawaban hukum juga dapat dilaku- 

kan dengan menegakkan norma 

pemerintahan yang bersih dan be- 

bas dari KKN sebagaimana diatur 

dalam UU 28/1999. Lebih lanjut, 

jika ditemukan adanya indikasi 

penyalahgunaan kewenangan yang 

dilakukan oleh presiden misalnya 

politisasi bansos maupun sejum- 

lah menteri misalnya penggunaan 

fasilitas negara dalam kampanye 

dalam penyelenggaraan pemilu 

yang merugikan keuangan negara, 

maka hal tersebut bisa saja ber- 

potensi melanggar delik pidana 

korupsi sebagaimana yang diatur 

pada Pasal 3 UU 31/1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Adapun pertanggungjawa- 

ban secara responsibility terkait 

pertanggungjawaban politik yang 

harus dihidupkan oleh parlemen 

terhadap dugaan ketidaknetralan 

presiden dan sejumlah menterin- 

ya dalam penyelenggaraan pemi- 

lu. Sangat penting dalam negara 

demokrasi prinsip checks and bal- 

ances dijalankan secara konsisten, 

termasuk kontrol parlemen terh- 

adap kebijakan yang dikeluarkan 

oleh eksekutif. Sesuai prinsip kon- 

stitusionalisme, checks and bal- 

ances merupakan prasyarat utama 

untuk membatasi kekuasaan yang 

absolut. Maka dari itu, parlemen 

dapat menempuh mekanisme ini 

melalui berbagai hak konstitusion- 

al yang digariskan dalam konstitu- 

si seperti hak angket maupun hak 

interpelasi. 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan 

tersebut kajian ini menyimpul- 

kan: pertama, faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya praktik 

conflict of interest dan korupsi 

politik pada pemilu 2024 diantara- 

nya faktor penegakan hukum yang 

belum memadai sehingga praktik 

tersebut seolah dibiarkan dan ti- 

dak harus dipermasalahkan secara 

hukum. Faktor lain yang menye- 

babkan praktik conflict of interest 

dan korupsi politik dalam pemilu 

2024 yakni lemahnya etika publik 

penyelenggara negara sehingga 

tindakan bersifat partisan dan ti- 

dak mencerminkan kepentingan 

publik. Kedua, pencegahan con- 

flict of interest dan korupsi politik 

dapat dilakukan dengan memper- 

baiki kerangka hukum pemilu dan 

perbaikan kode etik penyelenggara 

negara secara luas. Adapun per- 

tanggungjawaban dapat dilaku- 

kan melalui pertanggungjawaban 

secara hukum melalui penegakan 

norma hukum administrasi dan 

penyelenggara negara yang bersih 

dan bebas dari KKN; dan juga 
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dapat dipertanggungjawabkan 

secara politis melalui checks and 

balances oleh parlemen terhadap 

praktik conflict of interest dan du- 

gaan korupsi politik yang dilaku- 

kan oleh eksekutif dalam pemilu. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan 

di atas, maka Penulis menyarank- 

an agar segera dilakukan perbaikan 

regulasi hukum kepemiluan yang 

membatasi ruang gerak penye- 

lenggara negara untuk melakukan 

conflict of interest dalam pelak- 

sanaan pemilu. Selain itu diperlu- 

kan adanya mekanisme penegakan 

yang berkepastian hukum terha- 

dap tindakan conflict of interest 

penyelenggara negara yang men- 

garah pada korupsi politik agar 

etika publik tetap terjamin dalam 

penyelenggaraan pemilu. 
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